
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-L'ndang ~asar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nornor 29 ~ahun 2'.J:8 tentar.g 
Kementerian Negara (:~ ... embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor ~66,. Tambahan Lerr.baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturar; Pemerintah Pengganti Undang-Uricang Nornor 1 
Tahun 2020 tentang Kcmjakar: Keuangan Negara dan 
Stabi.itas Sistem Keuangan unt.ik Perianganan Pandemi 
Corona ~rus Disease 2019 :coVID-19) dan ,' atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancamar; yang Membahayakan 
Perekonom.an Nasional can/ ata.; Stabiiitas Sistem 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20'.2.0 
tentar:.g Kebrakan Keuangan ~ega::-a dan Stabilitas Sistem 
Keuangan urrtuk Penanganan Pancerni Corona Vir.'..ls Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Mengnadapi 
Ancaman yar.g Membariayakan Perekonomian Nasional 
clan/ atau Stabilitas Sistern Keuangan dan Peraturan Presicen 
Nomor 54 Tahrn 2020 tentang Perubanan Postur clan .:<:incian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020, perlu menetapkan Kepurcsan Bersama Menteri Dalam 
Neger; clan Menteri Keuangan tentar.g Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pericapatan clan Beianja Daerah Tahun Anggaran 
2020 dalarn rangka Penanganar; Corona Virus Disease 20 ~ 9 
(COVID-19), serta Pengamanar:. Dave. 3eli Masyarakat dan 
Perekcnomian Nasional; 

Menimbang 

MENTER! DALAM l\EGERI DAN MENTSR= :;(EU AN GAN, 

DENGAN RAH:\1AT TUHAN YANG :\1AHA ESA 

PERCEFATAN PENYES-..:A:AN 
ANGGARAN PENLAPATA"'.\f DAN BELANJA :::::-AERi\ll TAHUN 2020 

DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA 1,TJRUS ~XSEASE 2019 'COVID-19), 
SERTA PENGAMAN_A_N DAYA BE-LI MA3Y_.;Rl\.KAT ~AN 

PEREKONOMIAN NASIONAL 

TENT ANG 

NOMOR 119/2813/SJ 
NOMOR 177 /KMK.07 /2C;2J 

MENTE-RI DP._LAM NEGERI DAN MENTSRI ~r:ANGAN 

KEPCTUSAN BERSA1\1A 



Menteri Dalam Negeri dan Merrteri Keuangan meminta Kepala 
Daerah untuk melakukan per-yesuaian target peridapatan 
daerah dalam APBD melarui: 
a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daeran dan Dana 

Desa berdasarkan rincian abkasi Transfer ~e Daerah clan 
Dana Desa yang ditetapkan dalarn Peraturan Menteri 
Keuangar.: dan 

b. Penyesua.an Pendapatan Asli Daerah dengan 
mernperh.tungkan potensi pajak daeran dan retrib.rsi 
daerah di masing-masir:.g provinsi ::an kabupatenz kota 
serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti 
pertumbuhan rasio perpajakan daerari, pertumbuhan 
ekcnorni, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat 
mempengaruhi target pencapatan pajak c.aerah dan 

KEPU~USAN BERSAMA MENTER.I D~..LAtvf ~EGERI Dfa..N 
MENTER! KEUANGAN TENTA~G PERCEPATP..N 
PENYESUAIAN ANGGARl\N PENDA?ATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGP._RAN 2020 CALAl\1 RAY\G¥~ 
PENANGANAN CORONA -/IRUS DISEASE 2019 ·covrD-lS), 
SERTA PEt\GAMANAN DAYA BELI MASYAR.\KAT D_A..N 
PEREKONOMIAN NASIONAL. 

MEMUTUSKAN: 

Keuangan (Lembaran Negara Repuclik Indonesia Tahun 
2020 Nomcr 87, Tambahar; Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 64851; 

4. Peraturan Presiden Nemer 5.1. Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan can 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2:J-20 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2C2C Nemer 94); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 ter tar.g 
Kernenterian Dalam Negcr; Lemoaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12;; 

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 ter.tar.g 
Kementerian Keuangan 'Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51·; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 '::'ahun 2020 
tentang Percepatan Per.anganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah :Ja.erah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2C2C Ncrnor 249\; 
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PERT AMA 

Menetapkan 



1) Bagi caerah yang selama in; rnemberikan tunjangan 
tambahan penghasilar; Aparatur Sipil Negara 
(AS:\-:"1 / tunjangan kinerja daeran dar:./ atau insentif 
sejer.isnya lainnya lebih besar cari tunjar:.gan kinerja 
di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan 
tersebut agar tidak rnelebihi besaran tunjangan 
kinerja di pusat; 

2) Bagi caerah yang selama in; rnemberikan tunjangan 
tambahan penghasilar; Aparatur Sipil Negara 
(AS:\"1 /tunjangan kiner-a daerah atau sejenisnya lebih 
rendah dari tunjangar; xinerja di pi.sat, melakukan 
penyesuaian besaran :unjc.:i.gan :ersebut sesuai 
keburuhan rasionalisasi belarr a pegawai; 

3) Mengendalikan/ mengurangi honorarium kegiatan; 
4) Mengendalikan Zrnengurangi hcnorarmm pengelola 

dana BOS; dan/ atau 
5) Mengendalikan/ rnengurangi perr.berian 'uang lembur 

dengan mempertirnbar.gkar; kebutuhan riil 
pelaksanaan pekerjaan ~,'ang cer'sifat mendesak dan 
dilakukan secara selektif. 

b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangr.ya 
sebesar =::}% dengan mengurangr anggarar; belanja, 
terutama untuk: 
1) Perjalanan dinas dalarn -Iaerah dan luar daerah; 

2) Barar.g (bahan,' mater.all pakai habis untuk 
keperluan kantor, 

3) Cetak dan penggandaan, 
4) Pakaian dinas dan atr.butnya, serta pakaian kh usr;s 

dan hari-hari tertentu; 
5) Pernelinaraan. 
6) Perawatan kendaraan bermctor: 
7) Sewa :umah/ gedung,' gudang/parkir; 

Menteri Dalam Negeri dan Menter: Keuangan mem.nta Kepala 
Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah 
melahzi: 
a. Rasionalisasi belanja pegawai terutarna cilakukan dengan 

KEDUA 

retribusi daerah sebagai ak.bat dari merrurunnya kegiatan 
perekonomian. 
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Selisih ar.gga-an hasil penyesuaian pendapatan daerah 
sebagaimaria dimaksud dalarn Diktum PERTAMA dengan 
penyesuaian belanja sebagaimana dirnaksud dalam Diktum 
KEDUA, digunakan untuk mencanai: 
a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait 

kesehatan dalam rangka pencegabar; dan penangariar; 
panderr.i COVID-19, antara lam oerupa pengadaan aiat 
peiindurig diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan 
layanan kepada masyarakat, dan penar.ganan pasien 
COVID-19; 

KETIGA 

ketiga.' masyarakat 
14) Makar.:..an dan miuuman, serta pake; rapat di kantor 

dan di luar kantor; dan,' atau 
15) SosiaEsasi, workshop, bimbir.gar; te-cn.s, pelatihan, 

dan kelcmpok disk: __ .si terfokus (focus gro-.I.p 
discussion), serta pertemuan lain yang menguridang 
banyak orang. 

c. Rasionalisa.si belanja medal sekurang-kurangnya sebesar 
50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutarna 
untuk : 
1) Perigac.aan kendaraan cinas / operasional; 
2) Pengacaan mesin dan alat berat; 
3) Pengacaan tanah; 
4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan 

perler:gkapan perkantoran 
5) Pembangunan ged.ung baru; dar:./ atat; 
6) Pembangunan infrastuktur .amnva ~{ang masih 

memungk.nkan untuk ditunda tanun berikutnya, 

pinak ~eoada diserahkan yang 13) Uang 

8) Sewa sarana mobilitas; 
9) Sewa alat berat; 

10) Jasa kantor dan sewa antara .ain ur.tuk langganan 
daya ::.:strik, air, telekornunikasi, media cetak, dan 
peralatan; 

11) Jasa konsultansi: 

12) Tenaga ahli / instruktur / narasum ber, 
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Menteri Dalam Negeri dar; Menteri Keuangan meminta Kepala 
Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan 
anggaran dan metode pelaksariaar; kegiatan dan anggaran, 
melalui: 
a. ~ealokasi penggunaan ar:ggaran nonorarium, bantuan 

sosial, dan hi bah kepaca kelompok 
masyaraka.r/ ormas/ lembaga sosial masyarakat untuk 
dialihkan menjadi anggarar; bar-tuan sosiai kepada 
masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalarni 
penurunan daya beli akibat dari adanya panderm COV:D- 
19; 

b. Pemberiar: bantuan sosial keoada masyarakat 
mi skin/ kurang mampu yang diiak.i-car; Pemerir; tah 
Daerah harus memperharikan pe.aksanaar; pember.an 
bantuan scsial yang d.lakukan oleh Pemerintah Pusat agar 
tidak terjadi turnpang -::in.din sasaran; 

c. Penerapar: pola padat karya tuna; cash for work) dalam 
pelaksanaan belanja modal unt: .ik 
pembangunan/ perbaikan infrastrckrur. seperti jalan dan 
irigasi; dan 

KELI MA 

Penggunaar: belanja sebagaimana c.irnakscd dalam Diktum 
KETIGA butir a, b, dan c dilakukan berdasarkan: 
a. Kebutuhan rill yang penggunaannva bisa berber.tuk 

oelanja pegawai, barar.g /jasa, dar; moda. sebagai nasil cari 
pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan 

b. ?edoman yang ditetapkan dalarr; Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nornor 1 Tahur; '.2020 tentang Pencegahan 
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 20 .:_ 9 di Lingkungan ?emerintah Daerah. 

KEEMPAT 

b. Penyediaar; jaring pengamarian sosial/ social safety net 
antara lair: melalui pemberian bantuar; sosial kepada 
masyarakat mi skin/ kurang mampu yang mengalami 
penurunan daya beli akibat adanya pandern; CO\lID-19; 
::Ian/ atau 

c. Penanganan dampak ekonorni terutama menjaga agar 
dunia usana daerah tetap hidup, antara lair: mela.ui 
pemberdayaan usaha mikrc, kecii -Ian menengah, serta 
koperasi dalam rangka memulihkan dan rnenstimulasi 
kegiatan perekonorr:.ian di daerah 
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Batas waktu penyarnpaian laporan hasil penyesuaian APBD 
sebagaimana dimaksud pada Dikturr; KE~U.JUH yang 
sebelumnya ditetapkan dalarn ==-s:rik~L Menteri ::::>alam Negeri 
Nomor 1 Tar.un 2020 tentang Penceghan Penyebaran dan 
Percepatan Penanganan Corona Zr J.S Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerar., paling .ama 7 (tujuh) har'i 
sejak ditetapkan instruksi tersebut, c.iubal: menjadi paling 
lama 2 ( dua) minggu seteian ditetapkannya Keputusan 
Bersama ini. 

Pemerintah Daerah rne.akukan penvesuaian dan 
menyarnpaikan laporan has.I perryest.a.an APBD terse out 
kepaca Mer.teri Keuangan c.q Direktur .Jenderal Perimbangan 
Keuangan can Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal 
Bina Keuangan Daerah. 

Penyesuaian target pendapatan daeral; dan rasiorialisasi 
belanja daerah dilakukan der.gan terleoih dahulu melakukan 
perubahan ?eraturan Kepala Daerah tenrar.g Penjabaran 
APBD Tahur; Anggaran 202(' cengan pemberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya d.tuangkan dalam 
Peraturan Laerah tentang Peruoanan APBD Tal.un Anggaran 
2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) bagi Pemerintal; Daer-ah yang tidak melakukan 
perubahan A.?BD Tahun Anggaran 202-C·. 

d. Penyesuaian pelaksanaar; kegiatan yang mengundang 
orang banyak dari serrr.zla di.akukan dengan 
pertemuan/ta:ap muka :'.ar_gsung ::.it:ba.:.~ menjadi tanpa 
pertemuan/ta:ap muxa langsung der.gar; merr.anfaatxan 
teknolog; .nforrnasi Zkomunikasi, antara lain: 
1. Pelaksanaan rapat, soszalisasi workshop, kelompok 

diskusi terfoki;s (focus group discuseions dan kegiatan 
lain yang sejenis dengar; rnenggunakan sarana video 
conference/ teleconference; dan 

2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan 
lainnya yang sejenis derigan menggunakan metode e­ 
iearninq. 
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KEDELAPAN 

KETUJUH 

KEEN AM 



Dalam rangka merna.sfikari peiaksariaan penye-suaian A?BD 
tahur- angga:-an '.2020: 
a. Aparat Pengawas Intern Pemer.ntan (A.PIP) secara 

berjenjang melakukan pemcinaan dan pe::i.gawasan atas 
pe.aksanaan Keputusan Bersama ini; 

b. Dewan Perwakilan Rakya: Daerah provinsi can 
kabupatenj koza agar melakukan pengawasan terhadap 
proses penyesuaian AP3D tahi:n anggaran 2020 di 
masing-rnasing Daerah: dan 

c. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri dan Direktur .:er-deral ?erimbangan 
Keuangan Kementerian Keuangan melakukan 
pemantat.an dan evaluasi ternadap pelaksanaan 
penyesuaian APBD tahun ar-ggaran 2020. 

Dalam ha. sampai akhir tahur; ar.ggaran 2020 Daerah yang 
dikenakan penundaan penyaluran =>AC can/ atau DBH 
sebagaimana dimaksud dalarr; Diktum KESEMBILAN t.dak 
menyampaikan laporan hasi, penyesuaian APBD, rnaka 
besaran DAU dan/ atau DEH yang ditunda terse but t.dak 
dapat disalurkan kembali kepada Daerah yang bersangkutan. 

Perrundaan penyaluran DAl.- darr/ atau DBH sebagaimana 
dimaksud da.am Diktum KESEM31Ll\K :::.ilak"Ukan sampai 
dengan Kepala Daerah menyampaikan laporan hasil 
penyesuaian APED kepada Meriteri Keuangan c.q Direktur 
Jenderal Perimbangan Kc.iangan can Menteri Dalam Negeri 
c.q Direktur .Jenderal Bina Keuangan Daerah. 

Dalarn hal kepala Daerah belurn rnenyampaikan laporan hasil 
penyesuaian APBD se bagairnana dimaksud dalam Diktum 
KEDELAPAN, Menteri Keuangan setelah menciapat 
pertimbangan dari Menteri =alam Negeri rnelakukan 
penundaan penyaluran DAC danz atai; DBH sarnpai dengan 
disampaikanrrya laporar- cimaksi;c sesua; peraturan 
perundang- undangan. 
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KEDUABELAS: 

KESEBELAS 

KESEPULUH 

KESEMBILAN 



SRI MUL~ANI INDRAWAT\ KARNAV1AN I 
\ 

MENTER! KEU s: .\NGAN, 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada :anggal 9 April 2020 

Keputusan Bersama Menteri Daiazn Negeri dan Menteri 
Keuangan bi mulai berlakt; sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

KETIGABELAS 
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